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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN
2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja
Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu
inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi

informasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap

peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan ...



Menetapkan

iy,

g

@j ? )
S

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:
a. Nomor 35 Tahun 2011;

b. Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5334); dan

c. Nomor 172 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5642).

diubah ...
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diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan angka 4 dan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I
adalah  instansi/institusi yang menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa

milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah
lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan
dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden

Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

Pengadaan ...
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Pengadaan B‘;rang/ Jasa Pemerintah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA
adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada

Institusi Pengguna APBN/APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala
Daerah untuk menggunakan APBD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut
PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut
ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada

unit yang sudah ada.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk
untuk melaksanakan Pengadaan Langsung,

Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.

10. Panitia ...
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Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang

bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas
intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut
APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi organisasi.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
orang perseorangan yang menyediakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/

Jasa Lainnya.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi
ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi,
korupsi, dan  nepotisme dalam  Pengadaan

Barang/Jasa.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan

atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan  konstruksi

bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah

pikir (brainware).

17. Jasa ...
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Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan

kemampuan tertentu yang mengutamakan
keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan

pengadaan Barang.

.Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari

pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal,
keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan
kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui
penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya

cipta.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah
tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas
kompetensi dan kemampuan profesi dibidang

Pengadaan Barang/Jasa.

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau
diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung
jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau

kelompok masyarakat.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang
ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan
yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses

Pengadaan Barang/Jasa.

22. Kontrak ...
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Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya

disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK
dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana

Swakelola.

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk
semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang memenuhi syarat.

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan
jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini

terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang
bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan
Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang
bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia
Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti
oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang

memenuhi syarat.

Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia
Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang
bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah).

29. Sayembara ...



29.

30.

31

32.

33.

34.

iy,

g

@j ? )
S

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8 -
Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas
dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat

ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang
yang memperlombakan barang/benda tertentu yang
tidak mempunyai harga pasar dan yang
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan

Harga Satuan.

. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan

Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk

langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa
langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa

melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi
kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri dan  dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan wusaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah.

35. Surat ...
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Surat Jamina9n yang selanjutnya disebut Jaminan,
adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah
dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang
dikeluarkan oleh Bank Umum /Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan
oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok
Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban

Penyedia Barang/Jasa.

Pekerjaan  Kompleks adalah pekerjaan yang
memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko
tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus
dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement
adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang
selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I
yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem

pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia
Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan
dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang
terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran

dalam waktu yang telah ditentukan.

40. Katalog ...



40.

41.

42.

%

2RO,

e
i

{

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10 -
Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem

informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,
spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari

berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian

Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang
sistem informasi elektronik yang terkait dengan
informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional

yang dikelola oleh LKPP.

Ketentuan ayat (2) huruf h angka 1) Pasal 17 diubah dan

Penjelasan ayat (1a) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 17

Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat

Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab

dalam melaksanakan tugas;
b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang
menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat

Pengadaan yang bersangkutan;

d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur

Pengadaan;

e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/
Jasa sesuai dengan  kompetensi yang

dipersyaratkan; dan
f. menandatangani Pakta Integritas.

(1a) Persyaratan ...
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(1a) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/

(2)

Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk

Kepala ULP.

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja

ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/

Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. menetapkan besaran nominal Jaminan
Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta menyampaikan ke LPSE untuk

diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan

harga terhadap penawaran yang masuk;
g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
1) menjawab sanggahan;
2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung
untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); atau

b) Seleksi ...
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b) Seleksi atau Penunjukan Langsung

untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi
yang bernilai paling tinggi
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah);

menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

kepada PPK;

menyimpan dokumen asli pemilihan

Penyedia Barang/Jasa;

membuat laporan mengenai proses

Pengadaan kepada Kepala ULP.

khusus Pejabat Pengadaan:

1)

2)

menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah); dan/atau

b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling tinggi
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah);

menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

kepada PPK;

3) menyerahkan ...
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3) menyerahkan dokumen asli pemilihan

Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

4) membuat laporan mengenai proses

Pengadaan kepada PA/KPA.

i. memberikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

kepada PA/KPA.

(2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:

a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh

kegiatan ULP;
b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;

c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang/
Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada
penyimpangan dan/atau indikasi

penyimpangan,;

d. membuat laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
kepada  Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala

Daerah/Pimpinan Institusi;

e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan

Sumber Daya Manusia ULP;

f. menugaskan/menempatkan/memindahkan
anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban

kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan

g. mengusulkan ...



(3)

(4)

(5)

%

2RO,

e
i

{

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -
g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok

Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/
Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan
pelanggaran peraturan perundang-undangan

dan/atau KKN.

Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat
mengusulkan kepada PPK:

a. perubahan HPS; dan/atau

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari

instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk :

a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang
memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus
Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok
Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari
pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna
APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri.

b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola,
Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja
ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari

bukan Pegawai Negeri.

(6) Dalam ...
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(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus

dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok

Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan

tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau

swasta.

(7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP

dilarang duduk sebagai:

a.

b.

PPK;

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM);

Bendahara; dan

APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/
anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa

yang dibutuhkan instansinya.

Ketentuan ayat (1) huruf 1 Pasal 19 diubah dan di antara

ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(2a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a.

memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan
teknis dan manajerial untuk menyediakan

Barang/Jasa;

c. memperoleh ...
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memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan

sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta,

termasuk pengalaman subkontrak;

ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf
c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa

yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

memiliki sumber daya manusia, modal,
peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan

dalam Pengadaan Barang/Jasa;

dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan
melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa
harus mempunyai perjanjian kerja sama
operasi/kemitraan yang memuat persentase
kemitraan dan perusahaan yang mewakili

kemitraan tersebut;

memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan
yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan koperasi kecil serta kemampuan pada
subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha

non-kecil,

memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha
non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang

dan Jasa Konsultansi;

khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan
Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

memiliki dukungan keuangan dari bank;

j- khusus ...
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khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan

Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

SKP=KP-P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan
ketentuan:

a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket
(KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket

pekerjaan; dan

b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan
Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam)

atau 1,2 (satu koma dua) N.

P

jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N

jumlah paket pekerjaan terbanyak
yang dapat ditangani pada saat
bersamaan selama kurun waktu 5

(lima) tahun terakhir.

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, kegiatan wusahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau direksi yang bertindak
untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang
dalam menjalani sanksi pidana, yang
dibuktikan dengan surat pernyataan yang

ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun

terakhir;

m. S€ecara...
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(3)

(4)
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m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk

mengikatkan diri pada Kontrak;

n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;

o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat

dijangkau dengan jasa pengiriman; dan

p. menandatangani Pakta Integritas.

Dengan tetap mengedepankan prinsip—prinsip
pengadaan dan kaidah bisnis yang Dbaik,
persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing
dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf

j, dan huruf 1.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i,
dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang

perorangan.

Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan
tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 1, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung
dengan menggunakan bukti pembelian atau

kuitansi.

Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia
Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan

mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya
menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang

menjadi Penyedia Barang/Jasa.

4. Ketentuan ...
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Ketentuan ayat (la) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/
Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/
Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas
setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/

Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.

PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana
Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada
masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah
tentang APBD yang merupakan rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD.

PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (la)
mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan,

apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling kurang berisi:

a. nama dan alamat Pengguna Anggaran,;

b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan,;
c. lokasi pekerjaan; dan

d. perkiraan besaran biaya.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dalam website Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan
pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal

Pengadaan Nasional melalui LPSE.

(4) K/L/D/I ...
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K/L/D/I mengumumkan rencana pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang

akan datang.

S. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 45

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu)

Pejabat Pengadaan.

PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan
Langsung sebagai alasan untuk memecah paket
pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud

untuk menghindari Seleksi.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 ditambahkan 1 (satu) huruf

yakni huruf e dan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal

55 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 55

Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
a. bukti pembelian;

b. kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja (SPK);

d. surat perjanjian; dan

€. surat pesanan.

(2) Bukti ...
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Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah).

Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang
nilainya sampai dengan RpS50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah).

SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
digunakan untuk Pengadaan  Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah).

Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa

melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.

Ketentuan Pasal 70 ayat (2) diubah sehingga Pasal 70

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 70

Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai

diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jaminan ...
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Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal:
a. Pengadaan  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa
Lainnya yang dilaksanakan dengan metode
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk

Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;

b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia

sudah dikuasai oleh Pengguna; atau

c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik

melalui E-Purchasing.

Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya
SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya.

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai

berikut:

a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80%
(delapan puluh perseratus) sampai dengan 100%
(seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan
Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus)

dari nilai Kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80%
(delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS,
besarnya Jaminan Pelaksanaan 5%  (lima

perseratus) dari nilai total HPS.

Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak
sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah

terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

(6) Jaminan ...
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Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:

a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat

Garansi; atau

b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%
(lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi

Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga

Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

(3)

Pasal 73

Kelompok Kerja ULP segera mengumumkan
pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara

luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan.

Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok
Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan
pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada

masyarakat sebelum RUP diumumkan.

Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara
terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-

kurangnya melalui:

a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/

Institusi;
b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan

c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

9. Di antara ...
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Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 86 disisipkan 1 (satu)

ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 86

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(22)

(3)

Pasal 86

PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa untuk ditandatangani.

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan
alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau
ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa
yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah
dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan
Penyedia Barang/Jasa dibatalkan.

Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia

Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
yang kompleks dan/atau bernilai diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum

Kontrak.

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa atas nama  Penyedia
Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya
dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia
Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(6) Pihak ...
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disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,
sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan
perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap
dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang
yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan
Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 89 diubah, dan di

antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni

ayat (2a), serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1

(satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 89 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 89

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam

bentuk:
a. pembayaran bulanan;

b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian

pekerjaan (termin); atau

c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian

pekerjaan.

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada
Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang
diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian

Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

(2a) Pembayaran ...
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Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan

senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak
yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai

dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada
ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran dapat dilakukan

sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:

a. pemberian Uang Muka kepada  Penyedia
Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang

Muka;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya
dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu,
sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia
Barang/Jasa  menyampaikan  jaminan  atas

pembayaran yang akan dilakukan;

c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang
menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan

diserahterimakan, namun belum terpasang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, termasuk

bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keuangan.

PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan
sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang

membutuhkan masa pemeliharaan.

11. Ketentuan ...
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Ketentuan ayat (2) Pasal 91 dihapus dan Penjelasan ayat (1)

diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(4)

Pasal 91

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi
diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat

dipenuhi.
Dihapus.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia
Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan
pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau

kelalaian para pihak.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan

oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat
melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam

perubahan Kontrak.

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 93 disisipkan 1 (satu)

ayat yakni ayat (la), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni

ayat (3), serta Penjelasan ayat 1 huruf a.2 diubah, sehingga

Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93 ...
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Pasal 93

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak,

apabila:

a.

a.l.

a.2.

kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda

melebihi batas berakhirnya Kontrak;

berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa
tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya  pelaksanaan  pekerjaan  untuk

menyelesaikan pekerjaan;

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan S50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat

menyelesaikan pekerjaan;

Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu

yang telah ditetapkan;

Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN,
kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang

berwenang; dan/atau

pengaduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan
sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(1a) Pemberian ...
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(1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa

(3)

menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a.l. dan huruf a.2., dapat melampaui

Tahun Anggaran.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena

kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia

Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda

keterlambatan; dan

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar

Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara
sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan
Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada
paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa

yang mampu dan memenuhi syarat.

13. Ketentuan Pasal 106 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 106

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 106

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara

elektronik.

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan

dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing.

14. Ketentuan ...
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14. Ketentuan Pasal 108 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat

15.

(3) dan ayat (4), sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(4)

Pasal 108

LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Secara Elektronik.

LKPP menetapkan Arsitektur Sistem Informasi yang
mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah secara elektronik.

K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang

dikembangkan oleh LKPP.

Ketentuan lebih lanjut tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah secara elektronik ditetapkan oleh LKPP.

Ketentuan Pasal 109 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat

(7) dan ayat (8), sehingga Pasal 109 berbunyi:

(1)

(2)

(3)

Pasal 109

Ruang lingkup E-Tendering  meliputi proses
pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan

pengumuman pemenang.

Para pihak yang terlibat dalam  E-Tendering
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPK,
ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa.

E-Tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem
pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh

LPSE.

(4) Aplikasi ...



(4)

(5)

(6)

(7)

%
%

RiCT Y

*

-

PR

f

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31 -
Aplikasi E-Tendering sekurang-kurangnya memenuhi

unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual
dan kerahasian dalam pertukaran dokumen, serta
tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan
dokumen elektronik yang menjamin dokumen
elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu
yang telah ditentukan.

Sistem E-Tendering yang diselenggarakan oleh LPSE

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mengacu pada standar yang meliputi
interoperabilitas dan integrasi dengan sistem

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;

b. mengacu pada standar proses pengadaan secara

elektronik; dan
c. tidak terikat pada lisensi tertentu (free license).

ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang

diselenggarakan oleh LPSE terdekat.

Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:
a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran,;

b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;

c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3
(tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan
dengan  dilakukan  negosiasi  teknis dan

harga/biaya;

d. tidak diperlukan sanggahan banding;
e. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:

1) daftar ...
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1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5

(lima) penyedia Jasa Konsultansi;

2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode

pascakualifikasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Tendering

ditetapkan oleh LKPP.

Di antara ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1

(satu) Pasal yakni Pasal 109A yang berbunyi sebagai berikut:

(3)

Pasal 109A

Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan
dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia

Barang/Jasa

Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan
penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang
tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi,
dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan

banding.

Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling kurang terdiri atas:

a. undangan;
b. pemasukan penawaran harga;

C. pengumuman pemenang.

17. Ketentuan Pasal 110 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah,

serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6),

sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110 ...
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Pasal 110

Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik
(E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi

teknis dan harga Barang/Jasa.

Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.

Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog

elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.
Dihapus.
K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap

Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog

elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat
Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh

Pimpinan Instansi/Institusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Purchasing

ditetapkan oleh LKPP.

Ketentuan Pasal 115 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat
(3) dan ayat (4), sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 115

K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk

apapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala

realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP.

Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan
hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat
Pengadaan/PPHP/PPSPM /Bendahara/APIP dalam

menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(4) Khusus ...
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Khusus wuntuk tindak pidana dan pelanggaran

persaingan usaha, pelayanan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan hingga tahap
penyelidikan.

Ketentuan Pasal 129 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat

(6) dan ayat (7) sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 129

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan
melalui pola kerja sama pemerintah dan badan usaha
swasta dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik,

diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.

Ketentuan Pengadaan tanah diatur dengan peraturan

perundang-undangan tersendiri.

Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai
APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan
Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Pengguna APBN,
harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan

dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai
APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan
Daerah/Keputusan Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
Pengguna APBD, harus tetap berpedoman serta tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Presiden ini.

(5) Pengadaan ...
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(5) Pengadaan Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lainnya

dalam rangka pembiayaan APBN melalui utang,
pengelolaan portofolio utang, pengelolaan kas, dan
pengelolaan penerusan pinjaman, diatur lebih lanjut oleh

Menteri Keuangan.

(6) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan
peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman

yang ditetapkan oleh LKPP.

(7) Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal II
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

1. Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap
berpedoman pada  ketentuan sebelum diubah

berdasarkan Peraturan Presiden ini.

2. Perjanjian/Kontrak yang  ditandatangani sebelum
berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai

dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

3. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati





